PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

Q.

WALIKOTA MAGELANG,

bahwa untuk meningkatkan keserasian, keterpaduan
dan kebeihasiian serfa tedib adminiskasi  penata-
usahaan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2006,
diperiukan adanya  Pedoman  Penatausahaan
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2006 ;

bahwa wuntuk maksud di atas dipandang periu
ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa
Barat ;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negarg;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Pertbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan  Tanggung Jawab
Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tfentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ;



Memperhatikan :

Menetapkan

10.

11.

Y2

13.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  tenlang

Perimbangan Keuangan Anfara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang
Peran Serta Masyarakat dalam Jasa Konstruksi;

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang
Pelaksanaan Anggaran  Pendapatan dan  Belanja
Negara ;

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa
Pemerintah sebagaimana beberapa kati diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 ;

14, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2004

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggung-
jawaban Keuangan Daerah ;

15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2006

1.

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2006 ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002
tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjowaban
dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan
Penyusunan Perhitungan Anggaran  Pendapatan dan
Belanja Daerah;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Normor 152 Tahun 2004

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PEDOMAN
PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006.



Pasal 1

Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini,

Pasal 2

Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah merupakan pedoman Penatauschaan dalom
melaksanakan Kegiatan - kegiatan Pemerintah Daerah yang dibiayai
oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.

Pasal 3
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalom Lembaran Daerah
Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
padafanggal & April 2006

WALIKOTA MAGELANG

N

H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang

pada tanggal

7 April 2008,

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

Pelaksana Tugas

Drs. S SMONO, MM

Pembina Utama Muda
NIP? 010 072 030
Kepala Badan Pengawasan

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2006 NOMOR 6

Seri E No. 4



8’

BAB IX
PENUTUP

Keberhaslion pelaksanaan APBD sangat tergantung pada sikap mental
dan kemampuan pelaksana,

Oleh karena fu untuk mewujudkan keberhasilan tersebut, maka dalarm kita
melaksanakan keglatan yang berkaltan dengan APBD, agar selalu berpedoman

pada peraturan perundang - undangan yang berlaku dan Pedoman Penataan
usahaan pelaksanaan APBD inl.

Disamping Itu, marilah kita tingkatkan terus pengabdian kita dengan tetap
mempertebal rasa percaya dii dan optimisme yang wajar guna menghadapi
segala tantangan dalam era reformasi saat ini.

WALIKOTA MAGELANG

ity

H. FAHRIYANTO

PEDOMAN PENA TAUSAHAAN PHLAKSANAAN ANGUARAN PENDAPATAN DAN BELANIA DAFRAH TARUN ANGGARAN 2006
KOTA MAGELANG



